PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG

PENANGKAPAN IKAN DI WADUK SERBAGUNA SEMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : ae.
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behwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah tentang Penyerag
han Sebagian Dari Tugasnya Dalam Lapangan Peri-
kanan Darat Kepada Daerah Tingkat Ke-II tanggal
19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri-
4 Tahun 1963 Nr,1l) ;

bahwa pengaturan Penangkapan Ikan di Waduk Ser-
baguna Sempor tersebut dimaksudkan untuk menja-

. ga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan-

serta merupakan salah satu sektor pendapatan dae
rah dibideng perikanan ;

bahwa untulk maksud diatas dipandang perlu mene-
tapkan Penangkapan Ikan di Waduk Serbhaguna Sem-
por dalam Peraturan Daerah,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem -~
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkung
an Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 ;
Undang-undang Darurat Nomor 12/Drt.Tahun 1957 -
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
Undang-undang Nomor .4 Tahun 1982 tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hi-
dup ;
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Undeng-undang Nomor 9 Tzhun 1985 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca
ra Pidana ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang -
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang -

Analisa Mengensi Dampak Lingkungan ;

Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke-I Jawa Tengah -
tentang Penyerahan Sebagian Dari Tugasnya Dalam La
pangan Perikanan Darat Kepada Dsersh Tingkat Ke-IL
tanggal 19 Juli 1961 (Lembarasn Daerah Jawa Tengah-
Seri A Tahun 1963 Ni,1l) ;

Instruksl Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te
ngah Nomor 523/173/1986 tanggal 29 Mei 1986 ten -
tang Pencegahan / lLarangen Usaha / Tindakan yang -
depat mengakibatkan Pencemaran / Kerusakan Sumber-
Daya Ikan di Perairan Umum / Laut di Propinsi Dae-
rah Tingkat I Jawa Tengah ;

Peraturan Daerah Kabunaten Daerah Tingkat II Kebu-
men Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah -
Tingkat II Kebumen,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rskyat Daerah Kzbupaten Dae-
rah Tingkat ITI Kebumen

Menetapkan

.
.

MEMUTUSK AN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBU-
MEN TENTANG PINANGKAPAN IKAN DI WADUK SERBAGURA -
SEFCR KABUEATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Dae -
rah Tingkat II Kebumen ;

b, Pemerintah Daserah aialah Pemerintah Kabupaten-

Daerah Tingkat IT Kebumen ;
C. Dlnas e eocvoOOOEPRPORPOD
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C. Dinmas Perikanan ialah Dinas Perikanan Kabupaten -

d.

€e

Ee

(1)

(2)

(1)

(2)

Daerah Tingkat II Kebumen ;
Penangkapan Ikan islah Kegiatan yang bertujuan un-
tuk memPeroleh ikan di Persiran Waduk Serbaguma -
Sempor yang tidak delam keadoen dibudidayakan, de-
nZan slat atau cara apanun termasulc kegiatan yang-
mengzunckan perahu untuk meuuat, rengangkat, me -
nyimpen, mendin<inkan, menzolah stau mengawetkan -
nya ;i

Nelayan ialah orang yang mata pencahariannya mela-
kukan penanglitapan ikan ;

Alat penangkapan ikan ialah sarana dan perlengkapan
atau benda-benda Iainnya yang dipergunakan untuk -
menangkap ikan ;

Wa duk ialah Waduk Serbaguna Sempor Kabupaten -
Daerah Tingkat II Kebumen.,

BAB II
PERIJINAN
Bagian Pertamn
Wewenang Pemberian Ijin
Pasal 2

Semua penangkapan ikan di Waduk harus dengan ijin -
Bupati Kepala Daerah.

Ijin dimaksud delam ayat (1) Pasal ini dapat diberi
kan kepada orang perorangan dan atau kelompck nela-

yarn,
Fasal 3

Guna kelencaran pelaksanaan pemberian ijin tersebut
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dserah ini, Bupati Kepa-
1a Daerah dapat menyerahkan wewenang pemberian ijin
tersebut kepada Kepala Dinas Perikanan,

Untuk pemberian ijin dimaksud dalam Pasal 8 Peratu-
ran Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat menentu-
kan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh -

pemegang ijin.

Pasal Ll- secsvececscccccencee
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Pasal 4

Ijin penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) Pasal 2 Peraturan Daetah ini, tidak boleh dipindah
tangankan kecuali atas ijin Bupati Kepala Daerah.

Apabila pemegang ijin meninggal dunia, ahli waris atau
mereka yang mendapat hak dari padanya dapat melanjutkan
mwelakulkkan pensngkapan ikan menurut surat ijin itu sam-
pal masa berlakunya habis,

Apabila tidak terdapat ahli waris atau mereka yang men
dapat hak dari pemegang ijin yang meninggal dunia, ma-
ka surat ijin tersebut batal,

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Ijin
Pasal 5

Untulk memperoleh ijin penangksapan ikan yang dimaksud da

Iam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pihak yang ber

kep

entingan harus mengajukan permohonan secara tertulis di

atas kertas bermaterai cukup, kepada Bupati Kepala Daerah-
lewat Dinas Perikanan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai-

mana tersebut dalam TFasal 6 Peraturan Daerah ini.

(1)

)

Pasal 6
Pengajuan surat ijin dimaksud dalem TFasal 5 Peraturan-
Daerah ini, ditetapkan sebeagai berikut
a. Nama $
b, Pekerjaan s
C. Alamat .

de Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan yang
dipersunakan e

e, Kesanggupan untuk mentaati ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini dan syarat-syarat yang tercan-
tum dalam surat ijin,

Apabila pemohon ijin dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan-
Daerah ini merupakan kelompok nelayan, permohonan harus
mencantumkan :
a. Nama Kelompok
b, Ketua

c. Jumlah Anggota :

Pagal 7 t8se000ccccvecvae
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Pasal 7

(1) Setiap'pemberian ijin kepada pemohon disertakan Kawa-

2)

(1)

2)

(3)

san (Zona) Waduk Serbaguna Sempor, Kabupaten Daerah -
Tingkat TT Kebumen.,

Kegietan pencugkapan Ikan di perairan waduk hanya da-
pat dilakuken di Kewzsan (Zona) usaha, Zona bebas dan
Zona wisata sebngainana dimacsud dalam Pasal 14 Pera-
turan Daerzh iri,

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Pembaharuan Ijin
Pasal 8

Tjin dimaksud dalam Fasal 2 ayat (1) Feraturan Daerah
ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan da-
pat diperbaharui lagi.

Permohonan untuk mendapatkanr pembaharuan ijin dimak -
sud dalam ayat (1) Pasal ini juga berlaku ketentuan -
ketentuan seperti pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan ijin dimaksud
ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum berakhirnya surat ijin tersebut,

Pasal 9

Surat ijin penangkapan ikan berakhir karena :
a. Dikembalikan oleh pemegang ijin ;

b, Jangka berlakunya 1jin sudah habis ;
¢, Diwabut oleh Bupati Kevala Daerah,

Pasal 10

Ijin penangkapan ikan dapat dicabut oleh Bupati Kepala

Daerah apabila :

a. Pemegang ijin melanggar ketentuan-ketentuan yang -
tercantum dalam Peraturan Daerah ini ;

b, Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan da
lam surat ijin penangkapan ikan ;

¢, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berhubu-
ngan dengan kepentingan umum dan atau kepentingan -
pembinaan kelestarian sumber daya ikan dan kelesta-

rian lingkungan,

Bag‘ian Keempat R EEEE R E N NN
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Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Ijin
FPasal 11

Pemegang. ijin wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Dzerah ini dan Perundang-undangasn yang berlaku.

Fasal 12

(1) Surat ijin harus dibawa oleh pemegang ijin pada setiap-
walktu melakukan penangizapan ikan, untuk diperlihatkan -
apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan.

(2) Untuk menghindari hilang/rusaknya surat ijin, pemegang
ijin dapat membawa dan memperlihatkan salinan/foto co-
py yang disahkan oleh Dinas Perikanan,

BAB III
PENYELENGGARAAN KELLSTART AN
Pasal 13

(I) Dinas Berikansn menyelenggarakan pelestarian sumber da-
ya ikar.

(2) Biaya penyelenggaraan nelestarian sumber daya ikan da -
lam ayat (1) Pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapa
tan dan Belanja Daerah Ksbunaten Daerah Tingkat II Ke -
bumen,

BAB IV
FPENGELOLAAN FERAIRAN WADUK
Pasal 14

(1) Pengelolaan perairan Waduk Serbaguna Sempor dibagi da -
lam beberapa Kawasan (Zone) :
a. Zona bahzya ;
b, Zona wisata ;
C. Zona reservaat / suaka ;
de. Zona bebas ;
e. Zona usaha,

(2) Batas Zona dengan Zona diberi tanda dengan jelas.

Pasal 15

(1) Zona bahaya merupakan kawasan yang tertutup untuk umum
demi menjaga keamanan dan keselornatan para pengunjung-

wadulc. (P.) Luas AR X RET AR AR
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(2) Luas kawasan (Zona) tertutup sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini mempunyai radius 600 (enamratus) meter -
dari pintu pengeluaran air,

(3) Demi menjagsd keamanan dan keselamatan para pengunjung-
atou orang lain dilarang melakukan kegiatan di Zona ba
haya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 16

Zona wisata merupskan kawasan dimana diselenggarakan -
kegiatan pariwisata dan rekreasi serta sebagai tempat pa-
ra pengunjung yang ingin melihat keindahan alam waduk.

Pasal 17

(1) Zona suaka / reservaat merupakan kawasan yang ditutup-
untuk umum yang maksud kunjungann¥ya adalah untuk me =
nangkap ikan., Daerah ini merupakan daerzh yang diharap
kan sebagal tempat berkembang biaknya ikan, sehingga -
kelestarian populasinya terjamine.

(2) Dilingkungan kawasan inl orang dilarang melakukan kegi

atan penangkapan ikale
Pasal 18

Zona bebas merupakan sebagian dari Zona usaha, pengusa
aan penangkapan ikan dikawasan ini tidak / kurang memerlu
kan pengawasan yeng ketat sebagaimana halnya dengan kawa-

san / zona usahlta,.
Fasal 19

(1) Zone usaha merupakan kawrsan dimana dopat dilskukan pe-
ngusahaan penangkapan ikan dan merupakan kawasan produk
g1 ikan yang utama dari perairan waduk,

Untuk menjaga ketertiban pengusahazn penangkapan lkan-
perIu diadakan pengawasanu dan penertiban yang lebih
ketat e

(2) Zona usaha disebut zona penangkapan dengzn alat tang -
kap sesuail denzan yang tercantum dalan Peraturan Dae -

ralre

Pasal 20

Peta kawasan(Zona) pengelolaan peralran waduk adalah -

- Sebagai escccsovecseceocsvol
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sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian-
Yang tak terpisahkan dari Peraturan Daersh ini,

i BAB V
"BIAY: IJIN DAN RETRIBUSI
Pasal 21

Untuk nmendapatkan ijin penangkapan ikan yang bersangku
tan dikenskan biaya sebagal berikut
a. Rp.500,00 (Lima ratus rupiah) bagi perorangan ;

be Rpe2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) bagi kelompok
nelayane.

Pasal 22

Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan yang bersang
kutan dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :
a. Rp.100,00 (seratus rupiah) bagi perseorangan, setiap -
kali melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap -
pancing.

b, Rp.750,00 (tuju ratus lima puluh rupiah) bagi kelompok
nelayan, setiap kali melakukan penangkapan lkan dengan
alat tangkap jaring (gilluet).

c. Rp.500,00 (1ima ratus rupiah) bagi ﬁerseorangan, setl
ap kali melskukan peusngkapan dengan alat tangkap yang
lain,

Fasal 23

Biaya ijin menangkapan ikan den retribusinya disetor-
kan ke Kas Daersh dalam seninigu sekall.

BAB VI
PENGALWASAN

Pasal 24

(1) Untuk tertib peleksanaan Peraturan Daerah ini, perlu
adanya pengawasan operasional,

(2) Pengaturan pengawasan tersebut dalam ayat (1) Pasal -
ini, diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah dengan -
memperhatikan unsur yang terkait, sesual dengan pera-
turan perundang-undangall yans berlaku,

BAB VII .l.................
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BAB VII
KETENTUAN PIDAN A
Pasal 25

Setinsp penéﬁgkapau ikan yang melanggar ketentuan-keten
tuan sebagaimana dimaksud d-lsm Pasal 2 ayat (1), Pasal -
5,6,7 dan 8 Perstursn Deerah “ni diancam dengan hukuman -
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda seting-
gi-tingginya Rp.50.000,00 (Lims pulul Pibdu rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN LATN-LAIN
Pasal 26

(I) Bagi setiap orang yang belum / tidak memiliki Surat -
Ijin Usaha Penangkepan (SIUP) hanya dibenarkan menggu
nakan alat tangkap pancing pada zona tertentu dan dike
nakan biaya tersendiri,

(2) Pancing dimaksud ayat (1) Pasal ini, henya disediakan
oleh pemancing sendiri yaltu pancing angkat dengan mg
ta kail tidak lebih dari 4 (empat).

Passl 27

Hal-hal yang belum diatur delam Peraturan Daerah ini -
akan diastur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepan-

janz mengenal pelaksanaaunya.

BAB IX
KETTMTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya-
Persturan Deerah ini semua penanrkapan ikan diwajibkan mg
menuhi persyaratan, ketentuan atau kewajiban sebagaimana-
tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

(1) Peraturan Daerah ini disebut ¥ PERATURAN DAERAH PENANG
KAPAN IKAM DI WADUK SERBAGUNA SEMPOR ',

(2) Selain Penyidik Polisi Nesmra Renublik Indonesia, penyi
dikan atas pelangearen Pasal 2 ayat (1), Pasal 5,6,7 -

dan8 P R R R I A A )
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dan 8 Feraturan Daerah ini dilekukan juge oleh Penylidik -
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatan dan kewenangaunya sesual dengan peraturan -
rerundang-undanzgan yang berlalru,

(3) Peraturan Desernh ini mulai berlsku pada tanggal diun -
dangkan.

Agar setiap orang d.mnat nenetsiuinya wemerintahkan pe-
ngundanzan Feratursn Bacrah inl dengau penempatannya da

lam Lembaral: Daersh Kabupaten Dacrah Tinzgkat IT Kebumen.

Kebumen, 5 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAZRAH BUPATI KipALA DAERAH TINGKAT IT

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN K EBUMEN
KETUA
ttd. ttd.
SARIDJ AN HADISUMARTO. H.,M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepnla Dnerah Tingkat I Jawa Tengeh
dengan Surat Heputusan tanggal 20 April 1988 Nomor 188.3/
81/1988.

Diundangkan Calanm Lembaran Daerah Kabupaten Deerah Ting-
kat II Xebumen Nomor 3 Tahun 1988 Seri B pada tanggal 10
Mei 1988,

SEKRETARIS WILAYAE / DAERAH

ttd.
Drs, SOELARNO

ﬁIP. 500031924,
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PENJELASAN
AT A4S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERiH TINGKAT IT KEBUMEN
-7 NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG
PENANGKAFAN IKAN LI WADUK SERBAGUNA SEIMPOR

PENJELASAN UMUM

T

kksanaan Feraturan Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Ja-
wa Tengalr Nomor 1 Tahun 1963 Seri 4 ) tentang Penyerahan

Dalam rzunpgka pela

Sebaglan deri tugesuya dalam lapangan perikanan darat -
kepada Daerah Tingkat II, maka perlu mengatur penangka -
pan Ikan di Waduk Serbaguna Sempor di Kabupaten Daerah -
Tingkat II Kebumen.

Maksud diadakannya pengaturan pennngkapan ikan ter
sebut adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan-
dan lingkungannya yang sekaligus juga dapat merupakan sa
lah satu sektor pendapatan daerah dibidang perikanan.

Guna mencapal maksud tersebut diatas perlu menetap
kan Penangkapan Ikan Di Waduk Serbaguna Sempor dalam -
Peraturan Deerah,

PENJELASAN PASAL DIMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Yeng dimaksud dengsen sya -
rat-syarat khusus disini -
adalzh antara lain Bupati-
Kenala Daerah dapat :

- melarans penangkapan ikan
di daerah pemijahan ikan,

- melarang penangkapan ikan
dengan bahan peledak, bahan
beracun dan aliran listrik
dll yang dapat merusak ke-
lestarien sumber daya ikan
dan lingkungannyae.

- melarang penggunaan alat -
tangkap jaring selain jaring
insang dengan ukuran mata-
jaring lebih kecil dari 2
(dua) inchi (5,08 Cm).

PE}..S:?]. L o9 eseersoscevsosovee 0



Pasal
Pasel

J

esal
Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

L s/d 12
13 ayat (1)

&,Y:'J.t (L) )
14 s/d 18
19 aye

P
~
P
S~

20 s/d 21
22

23 s/d 25
26 ayat (1)

27 s/d 29

o

¥? -

Cukup Jjelas,

Yang dimeksud dengan menyelengga
rakan pelestarian sumber daya -
ik-n of4-l:oh dilekukan demngan ga-

ra mencbarkan benih-benih ikan di
perairan Wzdult Serbaguna Sempor,

Cukun jelas,.

Cui-up jelas,

Inng Mwmezsud dengen alnt tangkap
dulem cyst ind Zelah pancing dab

Jaring,

Cukup jelas.,

Yong dimsksud cdengan alat Jjaring

insang (gillnett) ialah alat tang
kap hanya dengan jaring minimal-

5 Cm,

Panjeng jering meksimal 40 Cm,de

ngan lebar 4 M,

Lebar dari ukuran tersebut diatas
dihitunsz 2 jaring, dan dikenakan

retribusi Rp.2.000,00 (Dua ribu-

rupizh) / heari,

Culun Jelas,

Zona tertentu lalah Zona Usaha -

dan Zona Vlisatae.
Cukup Jjelas.,




